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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pencantuman klausul hardship dalam pembuatan kontrak bisnis mempunyai 

peran yang penting sebagai metode alternatif yang menghasilkan hubungan 

“win-win solution” untuk menyelesaikan permasalahan kontrak akibat 

peristiwa fundamental yang mempengaruhi keseimbangan kontrak, 

khususnya dalam hal ini adalah peristiwa pandemi COVID-19 karena unsur-

unsur yang terdapat pada klausul hardship sejalan dengan asas-asas 

perjanjian seperti asas proporsionalitas yang memberi ruang dinamis bagi 

para pelaku bisnis untuk menegosiasikan ulang (renegosiasi) pembagian 

pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional untuk 

mengembalikan keseimbangan kontrak. Selain itu, penerapan doktrin 

hardship dianggap lebih efisien dan dinamis dibanding force majeure 

karena penekanan hardship masih dalam konteks pelaksanaan prestasi, 

artinya meskipun dalam keadaan sulit sedapat mungkin prestasi tetap 

dilaksanakan sehingga keberlangsungan hubungan kontraktual sedapat 

mungkin dipertahankan karena adanya proses renegosiasi serta pengajuan 

sengketa ke Pengadilan jika renegosiasi tidak mencapai kesepakatan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka Penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Karena pengaturan mengenai hardship belum diakui dalam 

hukum positif Indonesia dan terhadap sengketa-sengketa 

pengadilan yang kerap kali menyamakan sengketa hardship 
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dengan force majeure, hendaknya Pemerintah untuk 

mengadopsi keberlakuan hardship dalam pertimbangan 

menetapkan putusan, khususnya dalam hal kewajiban Kreditur 

untuk melakukan renegosiasi dengan Debitur apabila Debitur 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. 

2. Bagi para Pelaku Bisnis, hendaknya dalam melakukan 

pembuatan kontrak atau perjanjian menegosiasikan secara teliti 

mengenai substansi klausul-klausul yang memberikan ruang 

gerak yang fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

muncul pada saat pelaksanaan kontrak, khususnya pada saat 

munculnya keadaan fundamental atau keadaan sulit yang 

mempengaruhi keseimbangan kontrak.  

3. Bagi Hakim, ketika menghadapi sengketa kontrak bisnis dan 

tidak menemukan klausul hardship dalam isi kontrak yang 

dibuat oleh para pihak yang bersengketa, hendaknya tetap 

berpegang pada asas proporsionalitas dalam membagi kewajiban 

masing-masing, sehingga diperoleh putusan yang adil dan 

Hakim tidak lagi memutus suatu putusan berdasarkan force 

majeure yang bersifat relatif.
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